
 
 

 

 

 
 

BUPATI MANOKWARI 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI 
NOMOR 21 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI 

DANA KAMPUNG BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MANOKWARI, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah 

Kabupaten/Kota menetapkan Alokasi Dana Desa bagi 

setiap Desa di wilayahnya; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Alokasi Dana KampungBagiSetiap Kampung Di Kabupaten 

Manokwari Tahun Anggaran 2019. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2097); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151)sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

SALINAN 



Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4884); 

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

 12. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor  7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5495). 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



  14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang telah dengn Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksana Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5539). 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019. 

 20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Manokwari Nomor 8). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATA 

CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI 

DANA KAMPUNG BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN 

MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari; 

2. Bupati adalah Bupati Manokwari; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi Daerah dan asas tugas Pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana Keuangan Tahunan  Pemerintah Kabupaten 

Manokwari yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Distrik adalah sebutan lain dari Kecamatan yaitu bagian wilayah dari 

Kabupaten Manokwari yang dipimpin oleh Kepala Distrik. 

8. Kampung adalah desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat 

Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 

11. Badan Musyawarah Kampung disingkat BAMUSKAM adalah lembaga 

yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupaakan wakil dari penduduk kampung setempat berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang 

terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 

Teknis. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya 

disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Kampung untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan PERKAM. 



14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK 

adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 

ditetapkan dengan PERKAM. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat 

APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang 

ditetapkan dengan PERKAM. 

16. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

kampung. 

17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,  

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.   

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya 

disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

Keuangan Kampung. 

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya 

disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu 

Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung. 

20. Bendahara Kampung adalah unsur staf sekretariat Kampung yang 

membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan 

Keuangan Kampung. 

21. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung di Kabupaten Manokwari 

yang telah diregistrasi dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

22. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang 

diterima oleh Kampung dari 10 % ( sepuluh persen ) Dana Perimbangan 

Keuangan yang diterima Kabupaten Manokwari setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus dan tertuang dalam APBD Kabupaten Manokwari.   

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

Rekening Pemerintah Kabupaten Manokwari yang ditetapkan oleh 

Bupati Manokwari. 

24. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah 
Rekening Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Kampung. 

 
BAB II 

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

 
Pasal 2 

Rincian ADK setiap Kampung di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019 

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Proporsional; dan 

b. Alokasi Formula. 

 

Pasal 3 
(1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dihitung 

dengan memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, 



Perangkat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM di setiap Kampung 
selama satu Tahun Anggaran.  

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dihitung 

berdasarkandatajumlahpenduduk, angkakemiskinan, luas wilayah dan 

tingkat kesulitan geografis. 
 

Pasal 4 

(1) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. 10% (sepuluh persen untuk jumlah penduduk; 

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 
c. 15% (lima belas persen ) untuk Luas wilayah; dan 

d. 25% (dua Puluh Lima Persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis. 

(2) Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di 
Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Lampiran Peraturan Bupati 

Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Alokasi Dana Kampung Bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari Tahun 

Anggaran 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari. 

 

Ditetapkan di Manokwari 

       pada tanggal  13 Februari 2019 
 

       BUPATI MANOKWARI, 

 CAP/TTD 

       DEMAS PAULUS MANDACAN 

 

Diundangkan di  Manokwari  

pada tanggal 13 Februari  2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, 

CAP/TTD 

ALJABAR MAKATITA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 21 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 
 

SIMSON DOWANSIBA 
PEMBINA 

NIP. 19760316 200312 1 006 


